
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 38 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 47 TAHUN 2016  

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam 

Negeri tanggal 24 Pebruari 2017 Nomor 903/1043/SJ tentang 

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan 

Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah 

Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; 

 

 

 

Mengingat 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan 

Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola 

Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Jawa Timur; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 72 

TAHUN 2016 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

 

 

 
 

Pasal I 
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Pasal I 

 
Beberapa Ketentuan dalam Lampiran II dan Lampiran V 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 72 Seri E), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2016 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2016 Nomor 139 Seri E), diubah sebagai berikut: 

a. Lampiran II Kode Rekening Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan  

1. Pendapatan Daerah 

Setelah kode rekening  4 1 1 05 08 Pertalite 

ditambahkan kode rekening yaitu kode rekening 4 1 1 

05 09 Pertamax Turbo dan 4 1 1 05 10 Dexlite. 

2. Belanja Daerah 

a. setetelah kode rekening 5 1 1 01 20 Tunjangan 

Badan Legislasi Daerah ditambahkan kode rekening 

rincian obyek belanja yaitu 5 1 1 01 21 Tunjangan 

Reses dan 5 1 1 01 22 Tunjangan Transportasi; 

b. setelah kode rekening 5 2 1 03 01 Uang Lembur 

ditambahkan kode rekening obyek belanja yaitu 5 2 

1 04  Belanja Pegawai BOS dan kode rekening 

rincian obyek belanja 5 2 1 04 01 Belanja Pegawai 

BOS; 

c. setelah Kode Rekening 5 2 2 26 02 Belanja Barang 

Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga ditambahkan 

kode rekening obyek belanja yaitu 5 2 2 27 Belanja 

Barang dan Jasa BOS dan kode rekening rincian 

obyek belanja 5 2 2 27 01 Belanja Barang dan Jasa 

BOS; dan 

 

 

d. setelah 
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d. setelah kode rekening 5 2 3 27 04 Belanja Modal 

Kajian dan Penelitian ditambahkan kode rekening 

obyek belanja yaitu 5 2 3 28 Belanja Modal BOS, 

kode rekening rincian obyek belanja 5 2 3 28 01 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dan kode 

rekening obyek belanja 5 2 3 28 02 Belanja Modal 

Aset Tetap Lainnya BOS. 

 

b. Lampiran V Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah; 

Uraian perubahan lebih lanjut pada Lampiran IV Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Provinsi Jawa Timur, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

  

 

 Ditetapkan di Surabaya 

 pada tanggal  26 Juli 2017                   

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di Surabaya  

Pada tanggal  26 Juli 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 38 SERI E. 

 


